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PUTUSAN
Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.LIk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara

elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX Desember XXXX,
agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Dusun IlI, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Bolaang Mongondow, domisili elektronik
email XXXXXXXX@gmail.com, nomor HP
08XXXXXXXX sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX November XXXX,
agama lIslam, pekerjaan Satpam, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX
Lingkungan V RT/RW XXX/XXX, Desalkel. XXXXX
XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Bitung sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2024

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Lolak, dengan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.LIk, tanggal 05
Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
pada hari Jumat, XX XXXXX XXXX dan telah dicatatkan di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi
Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXIXXIXIXXX
tanggal XX XXXX XXXX;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah milik bersama, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah mempunyai 1 (satu)
orang anak: XXXXXXXXXX, Lahir di Bitung XX XXX XXXX, dalam asuhan
Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Juli 2020 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena;
- Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah
mempunyai anak;
- Tergugat selama turun dari rumah tidak pernah memberi
nafkah anak;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada
Januari 2021 di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak
pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 3 (tiga) Tahun lamanya tanpa
saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak
lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif
terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;
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7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan

yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada

Pengadilan Agama Lolak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:
PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2, Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.LIk tanggal 8 Maret 2024 dan 14 Maret
2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa diluar

hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A
Surat:
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XX/X/X/IXX/XXXX atas
nama XXXXXXX XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX
tanggal 31 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua

Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/X/X/XXXX, tertanggal
XX XXXX XXXX yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Bolaang Mongondow, Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.2);
B.
Saksi:
1. SAKSI 1 umur 59 tahun, agama lIslam, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat kediaman di RT.XX, Dusun Il, Desa XXXX, Kecamatan
XXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah saksi di Bitung hingga keduanya berpisah;
- Bahwa awal rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun
sejak tiga tahun lalu rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa sejak tiga tahun lalu Penggugat sering pulang ke
kotamobagu ke rumah saksi di Kotamobagui;
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- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya
bertengkar dan berselisih bahkan saat bersama tinggal di Bitung;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi tentang
masalah rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan
telah memiliki anak, saksi mengetahui dari cerita orang-orang;
- Bahwa saksi mengetahui bulan lalu saat ke Bitung, untuk
mengurus kepindahan KTP Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada
Penggugat dan anaknya sejak Tergugat pergi dari rumabh;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling
menjalankan kewajibannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar
kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 umur 40 tahun, agama lIslam, pekerjaan karyawan
swasta, tempat kediaman di RT.XX, Dusun Il, Desa XXXXX, Kecamatan
XXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah bersama hingga keduanya berisabh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak
yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sejak tahun 2020 sudah tidak
harmonis sebab sejak itu Penggugat sering pulang ke Kotamobagu
tanpa Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan setiap Penggugat pulang
sendiri tanpa Tergugat;
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- Bahwa Penggugat bercerita jika suaminya sudah menikah dengan
wanita lain serta memiliki anak dengan wanita tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak tahu tentang wanita lain
tersebut;

- Bahwa saksi sudah tidak lagi melihat Tergugat berada di rumah
bersama sejak tahun 2021 yang lalu hingga saat ini;

- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah
dan juga kabar;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah menasehati Penggugat
namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dimediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat
tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.LIk tertanggal 8 Maret 2024 dan 14 Maret 2024 yang

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 6 dari 13 him. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.LIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat
mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tida rukun dan tidak
harmonis sejak bulan Juli 2020 sudah mulai sering terjadi pertengkaran
diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya adalah adanya
masalah ekonomi sehingga Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah
kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan
sudah mempunyai anak dengan wanita tersebut serta antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 hingga saat ini dan sudah

tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara
perceraian, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf ¢
angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu,
Majelis Hakim membebani Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-
dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Penggugat telah

mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat

seluruhnya berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan
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aslinya, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil
sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga
dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih

lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili)
merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas
Penggugat dan tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah yuridiksi
Pengadilan Agama Lolak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285
R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan
akta otentik, bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat
sebagai suami-istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285
R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan
sebagaimana tersebut di atas, maka Mejelis Hakim memandang perlu
mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang terdekat dengan kedua
belah pihak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 KHI

dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat,
dan sebelum memberikan keterangannya secara terpisah telah disumpah
terlebih dahulu menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, pada pokoknya
menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak
tahun 2020 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab
Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak serta Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lamanya, serta pihak keluarga
sudah mendamaikan namun tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat dan
didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan
Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi

Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan telah
dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak tahun 2021 hingga saat ini;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh
keluarga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta

hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbagan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum kesatu gugatan Penggugat
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mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Majelis

Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Majelis Hakim
akan kualisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam yang unsur-unsurnya yaitu

Adanya perpisahan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Tidak adanya alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlaukan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama anka 1 Huruf (b)
poin 2 dalam SEMA berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan
dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengann telah berpisah
tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum

adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat
mengetahui telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejek tahun
2021 hingga saat ini serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka
dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya

dan rumah tangga yang demikian itu telah retak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, akan sulit bagi Penggugat dan
Tergugat untuk mencapai tujuan dari perkawinan yang sakinah mawaddan wa
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rohmah. Tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam keadaan rumah tangga
yang sudah retak, hanya akan menambah efek negatif bagi kedua belah pihak,
serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikan berpotensi
menimbulkan kumudaratan yang lebih besar, hal-hal tersebut harus dihindari
dengan cara perkawinannya diputuskan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Figh yang
diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

gllicall cda o aila sadial) ¢ 58
Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari
pada mencapai kemaslahatan”;

serta petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai
pertimbangan Hakim yang berbunyi :

A8tk gmml 4l L’élh lga st da g it 4 ) pls Jiaf Ml g
Maksudnya : “Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci)

kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak
atas suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua
unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang

dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan
hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Lolak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
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iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Nadzarina
Hanuranda, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Binti Nur Mudawamah, S.H.l. dan
Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan
kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila
Gonibala, S.H.l sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Binti Nur Mudawamabh, S.H.I. Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.
Hakim Anggota,

Alfian Muhammady, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. ATK Perkara Rp75.000,00
3. Panggilan Rp34.000,00
4. PNBP Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp179.000,00

( seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah )
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